
B U P A T I  T A N  A H  L A U T

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT 

NOMOR 98 TAHUN 2021 

TENTANG 

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2021 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TANAH LAUT, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan 

Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 8 Tahun 2021 

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; 

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah

Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965

Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang­

Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalim.antan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953

Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 44210);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,

Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia

Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa ka1i terakhir

dengan Undang-Undang · Nomor 11 Tahun 2020

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012

tentang Petubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23

Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan

Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5165);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang

Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun

2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 754);

16. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan

Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban

Dana Operaional (berita negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 1067);

17. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2

Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Tanah Laut Tahun 2007 Nomor 2);
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19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 8

Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran

Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 Nomor 8);

M E  M U T U  S K A  N: 

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT TENTANG 

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021. 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dima.ksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah

Laut.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah

lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut

APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang

dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan

ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut

Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan selanjutnya disingkat RKPD

adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

7. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut PPAS

adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan

kepada perangkat daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai

acuan dalam menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja

perangkat daerah.

Pasal 2 

Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan Penjabaran Perubahan APBD Tahun 

Anggaran 2021. 
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Pasal 3 

APBD Tahun Anggaran 2021 semula sebesar Rp2.074.290.393.819 bertambah 

sebesar Rp314.351.547.198 sehingga menjadi Rp2.388.641.941.017 dengan 

rincian sebagai berikut: 

1. Pendapatan daerah

a. Semula Rpl.398.418.468.634 

b. Berkurang Rp (6.078.994.227) 

Jumlah pendapatan daerah 

setelah perubahan 

2. Belanja daerah

a. Semula

b. Bertambah

Jumlah belanja daerah

Rp 1.833.335.262.83 l 

Rp 387 .358.975.482 

Rpl.392.339.474.407 

setelah perubahan Rp2.220.694.238.313 

3. Pembiayaan daerah

a. Semula Rp 675.871.925.185 

b. Bertambah Rp 320.430.541.425 

Jumlah pembiayaan daerah

setelah perubahan Rp 996.302.466.610 

4. Pengeluaran pembiayaan

a. Semula Rp 5.000.000.000 

b. Bertambah Rp 15.000.000.000 

Jumlah pengeluaran pembiayaan 

setelah perubahan Rp 20.000.000.000 

Jumlah pembiayaan neto 

setelah perubahan Rp 976.302.466.610 

Sisa lebih pembiayaan anggaran 

setelah perubahan Rp 147.947.702.704 

Pasal 4 

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini terdiri dari: 

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang 

Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, 

Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan 

Pembiayaan. 

2. Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, 

Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, 

Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan. 

3. Lampiran Ill Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran 

Hi bah. 

4. Lampiran IV

5. Lampiran V

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran 

Bantuan Sosial. 

Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah. Organisasi, Program, Kegiatan, 
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Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek 

Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. 

6. Lampiran VI Rincian Dana Bagi Hasil-Sumber Daya Alam 

Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas 

Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut 

Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, 

Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian 

Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. 

7. Lampiran VII Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, 

Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek 

Pendapatan,Belanja dan Pembiayaan. 

8. Lampiran VIII Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ 

Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam 

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan 

Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 

APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara. 

Pasal 5 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 6 

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan 

Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran 

Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Pasal 7 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Tanah Laut. 

Diundangkan di Pelaihari 
pada ggal 27 Okto byir 

� 

H. DAHNIAL KIFLI

Ditetapkan di Pelaihari 

pada tanggal 27, Okto oer 2021

. 
I 

it I 

.. A .. ', 

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2021 NOMOR 98


























































































	BT Perbup PAPBDTA.2021
	Lampiran 1
	Lampiran 2
	1.01.2.00.0.00.02 Dinas DikBud
	1.02.0.00.0.00.01 DinKes
	1.03.2.10.0.00.01 Dinas PUPRP
	1.04.2.11.2.15.04 Dinas PRKPLH
	1.05.0.00.0.00.03 Satuan PPDamKar
	1.05.0.00.0.00.04 Badan PBD
	1.06.0.00.0.00.01 Dinas Sosial
	2.07.3.31.0.00.01 Dinas NakeRin
	2.08.2.14.0.00.02 Dinas P2KBP3A
	2.09.3.25.0.00.01 Dinas KPP
	2.12.0.00.0.00.01 Dinas DukCaPil
	2.13.0.00.0.00.01 DPMD
	2.15.0.00.0.00.01 DISHUB
	2.16.2.20.2.21.01 Dinas KomInfo
	2.17.3.30.0.00.03 Dinas KUKP
	2.18.0.00.0.00.01 Dinas PTMPTSP.
	2.19.0.00.0.00.01 Dinas PORa
	2.23.2.24.0.00.02 Dinas PuSip
	3.26.0.00.0.00.01 Dinas Pariwisata.
	3.27.0.00.0.00.04 Dinas TPHP
	3.27.0.00.0.00.08 Dinas NakKesWan
	4.01.0.00.0.00.01 Sekretariat-Daerah
	4.02.0.00.0.00.01 SetDPRD
	5.01.5.05.0.00.01 Badan PerPemDa
	5.02.0.00.0.00.02 Badan PKAD
	5.02.0.00.0.00.03 Badan PenDa
	5.03.5.04.0.00.01 BKPSDM
	6.01.0.00.0.00.01 Inspektorat
	7.01.0.00.0.00.01 Kantor Kec.Bajuin
	7.01.0.00.0.00.02 Kantor Kec.Bati
	7.01.0.00.0.00.03 Kantor Kec.BatAm
	7.01.0.00.0.00.05 Kantor Kec.Jorong
	7.01.0.00.0.00.07 Kantor Kec.Kurau
	7.01.0.00.0.00.10 Kantor Kec.Takisung
	7.01.0.00.0.00.11 Kantor Kec.TambUl
	7.01.2.08.0.00.09 Kantor Kec.Panyipatan
	7.01.2.08.1.03.08 Kantor Kec.Pelaihari
	7.01.2.13.0.00.04 Kantor Kec.Bumi Makmur
	7.01.2.13.0.00.06 Kantor Kec.Kintap
	8.01.0.00.0.00.01 Badan KesBang

	Lampiran 3
	Lampiran 4
	Lampiran 5
	Lampiran 6
	Lampiran 7_000001
	Lampiran 8_000001



